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(dolam rupiah)
URAIAN Ref. “a0s. - 2021

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk
Pendapatan Pajak Daerah 45.1 4.461.152.465.008,25 3.523.785.342.246,24
Pendapatan Retribusi Daerah 45.1 12.185.155.716,25 9.313.749.306,00
;T;‘::::;" Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 451 153.032.882.582,11 65.714.183.659,07
Lain-lain PAD Yang Sah 4.5.1 302.866.917.094,13 263.982.530.473,86
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 451 5.090.093.999.526,00 5.712.683.072.712,00
Pendapatan Hibah 451 15.907.105.929,00 33.145.138.870,00
Jumlah Arus Kas Masuk 10.035.238.525.855,74 9.608.624.017.267,17
Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai 4.5.1 2.092.571.068.579,00 1.923.290.549.742,00
Belanja Barang dan Jasa 45.1 2.042.275.862.382,07 1.811.885.209.417,49
Belanja Bunga 451 13.227.699.524,00 382.096.916,00
Belanja Hibah 451 351.202.162.689,00 1.629.473.647.674,00
Belanja Tak Terduga 451 19.553.804.801,00 14.055.098.162,00
Belanja Bagi Hasil 4.5.1 1.914.984.234.446,00 1.579.375.912.863,60
Belanja Bantuan Keuangan 4.5.1 1.693.390.480.234,34 1.265.433.632.182,36
Jumlah Arus Kas Keluar 8.127.205.312.655,41 8.223.896.146.957,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 1.908.033.213.200,33 1.384.727.870.309,72
Arus Kas dari Aktivitas Investasi 45.2
Arus Kas Masuk
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin 45.2 18.382.877,00 1.000.000,00
Hasil Penjualan Aset lainnya 4.5.2 1.699.052.400,00 2.666.227.400,00
Jumiah Arus Kas Masuk 1.717.435.277,00 2.667.227.400,00
Arus Kas Keluar
Belanja Modél Tanah 4.5.2 8.708.743.955,00 70.853.405.527,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.5.2 342.811.302.542,00 288.834.883.969,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.5.2 361.568.165.909,82 289.050.835.757,28
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 45.2 747.812.255.898,46 1.107.398.086.860,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.5.2 75.469.945.790,00 80.696.901.908,00
Penyertaan Modal Daerah 4.5.2 - 86.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar 1.536.370.414.095,28 1.922.834.114.021,94

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(1.534.652.978.818,28)

(1.920.166.886.621,94)




URAIAN Ref. 2022 2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Masuk
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 453 72.180.084.069,55 493.566.176.762,71
(LKBB)
Jumlah Arus Kas Masuk 72.180.084.069,55 493.566.176.762,71
Arus Kas Keluar
::;nkb(a&/:;;; Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan 202.357.225.474,00 i
Jumlah Arus Kas Keluar 202.357.225.474,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (130.177.141.404,45) 493.566.176.762,71
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4.5.4 405.487.537.675,83 390.180.222.345,89
Jumlah Arus Kas Masuk 405.487.537.675,83 390.180.222.345,89
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 454 405.219.466.850,83 393.017.766.578,91
Jumlah Arus Kas Keluar 405.219.466.850,83 393.017.766.578,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 268.070.825,00 (2.837.544.233,02)

Kenaikan / {(Penurunan) Kas

saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di bendahara pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara BOS

Koreksi Saldo Awal Kas di bendahara BOS

Saldo Awal Kas di BLUD

Saldo Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas

Terdiri dari :

Saldo Akhir Kas di BUD

243.471.163.802,60
23.462.357.600,53
13.231.924,00
1.112.967.254,00
(6.585.615,00)
45.734.763.013,06
9.477.232.250,00
323.265.130.229,19

274.006.730.562,58

{44.710.383.782,53)
61.752.769.102,86
76.450.634,00
24.959.467,00
11.917.590.919,58

(26.170.690,46)
41.259.937.445,85
9.505.398.945,29
79.800.552.041,59

23.462.357.600,53

Kas di Bendahara Pengeluaran 806.333,00

Kas di Bendahara Penerimaan 30.928.275,00 13.231.924,00
Kas di Bendahara BOS 937.548.379,00 1.112.967.254,00
Kas di BLUD 48.049.228.689,61 45.734.763.013,06
Kas Lainnya 239.887.990,00 9.477.232.250,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan
vang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
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digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat olech Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
tanggal (31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,

operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.B/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 8 Mei
2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 8 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

W——

ri Yogama, S.E, M.M, Ak., CA, CSFA
egister Negara Akuntan No. RNA — 9383
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